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Undang-Undanmng MD3
Baiknya Untuk DPR
Periode 2019-2024

KEINGINNAN PDI Perjuangan
memperoleh satu kursi Pimpinan
di DPR belum mendapat restu
dari fraksi-fraksi di DPR. Revisi
Undang-Undang MPR. DPR.,
DPD dan DPRID (MID3) se-
baiknya diatur untuk periode
berikutnya=a_

Ketua Kapoksi Badan Legis—
lasi Fraksi Nasdem L.uthifi Mutty
mengatakan fraksinya menolak
membahas perubahan Undang-—
soal

pembaglm‘l Kk
DPR.

““Tidak ada urgensi meru-
bah Undang-Undang MID3 jika
hanya menambah pimpinan
DPR.)” kata Luthfi, kemarin.

Menurutnya. masih banyvak
pasal-pasal lain yvang lebih
urgent dibahas di dalam Undang-
Undang MID3 ketimbang mem-—
bahas penambahan kursi pirm—
pinan DPR. Karena itu, Fraksi
Nasdem hanya mau ikut terli-
bat dalam pembahasan revisi
undang-undang ini jika peruba-—
han dilakukan pada hal-hal yvang
sifatnya komprehensif.

““Karena Undang-Undang
MID3 saat ini adalah yang ter-
buruk yang dimiliki DPR.,” jelas
I_uthfi.

Umntuk itu., dia berharap pem-
bahasan lebih lanjut mengenai
rerubahan Undang-Undang
MID3 ini dipikirkan untuk jangka
panjang., dan tidak hanyva ke-
Pentingan sesaat. A Agar pemba-—
hasan objektif, maka perubahan
Undang-Undang MID3 yang di-
lakukan sebaiknya berlaku untuk
DPR periode berikut.

“Ini mengacu pada praktik
yvyang berlaku di negara-negara
demokrasi di dunia. yakni
undang-undang yang meng-
atur tentang lembaga legislatif
diberlakukan untuk keanggsotaan
legislatif periode berikut. Bukan
periode legislatif yang membuat
aturan itu,)”” tegas L uthfi.

Sementara itu, Ketua MPR RI1

Zulkifli Hasan menilai ambisi
PIDIFP untuk meminta jatah kursi
di jajaran pimpinan parlemen
merupakan hal y»ang wajar
mengingat PIDIPFP merupakan
partai pemenang pemilua 2014
1alu.

CPIDIP kan pemenang pemilu,
seharusnya memang ada di
pimpinan IDPR dong.”” katanya.

Memang., lanjut Zulkifli.
aturan dalam Undang- Undang
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nan DPR. Terkait perlambahan
kKursi pimpinan., tidak ada cara
Tain selain harus ada revisi ter-
hadap undang-undang tersebut
sehingga jelas aturan pergan—
tiannya seperti apa. Namun
demikian dia menyarankan agar
revisi Undang-Undang MNMID3
yang baru nanti cukup berlaku
untuk periode parlemen selan—
Jutmya.

“Jadi buat saja atllraxlnyra
bahvwa ketua IDPR adalah pe-—
menang pemilu. Tetapi Karena
ini tinggal setahun (masa kerja)
maka harus dengan peridoe
selanjutnya biar tidak berantem
Ilagi.”” tammbah Zulkifli.

Anggota Badan Legislasi
DPR Arsul Sani sebelumnya
mengatakan bahwa mayoritas
fraksi setuju soal penamba-
han kursi pimpinan untuk PIDIP.
Menurutnya., hanya tambabhban
satu kursi untuk partai banteng
yang sudah bulat disepalkati: .

“Yang bulat adalah tambahan
satu pimpinan IDPR buat PIDIRP
Kalau ada fraksi lain yvang minta
diberi jatah yakni PKB maka.
itu belum bulat. Bahkan kecen-
derungannya mayoritas frak51
menolak.”” tegasnvyva. >

DPR dikabarkan akan segera
melanjutkan pembahasan revisi-
terbatas Undang-Undang 17
No. 2014 tentang MID>3. Salabh
satu poin revisi berkaitan den--
gan penambabhan kursi plmpn—
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